
1 
 

   

 
WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR  26  TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01                
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, 

PENETAPAN,  RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN DUSUN 
SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALIKOTA TUAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum 
bagi Kepala desa dan Perangkat desa dalam mendapatkan  
Jaminan Kesehatan yang pembayarannya dibebankan                    
pada Alokasi Dana Desa, maka perlu dilakukan   
penyesuaian dan perubahan  Peraturan Walikota Tual 
Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap 
Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana 
Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020; 

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan         
Walikota Tual; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 3209); 
 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014            
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang    
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015      
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9                
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Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan   
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6        
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang                 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 6321); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah    
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1                          
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam   
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2020 Nomor 87); 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                       
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 157); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019            
Nomor 1802); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 1700); 

14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)          
Kota Tual Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Tual Tahun 2019 Nomor 112). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01        
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI DANA DESA 
SETIAP DESA DAN DUSUN SERTA PEDOMAN 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TUAL 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tual Nomor Nomor 01                     
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian 
Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi 
Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1  diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
1. Daerah adalah adalah Kota Tual; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Tual; 
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Tual; 
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kota Tual; 
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus; 

8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
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urusan oemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan                      
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat                                 
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis; 

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
banjir rob, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 

14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; 

15. Pandemi  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  adalah skala penyebaran  
penyakit  Corona  Virus  Disease (COVID-19) yang terjadi secara global                      
di seluruh dunia; 

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis; 

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali 
oleh Desa; 

18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa; 

19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup                           
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
desa; 

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang                                  
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; 

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah                        
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan        
Peraturan Daerah; 
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23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 

24. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban ADD; 

25. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya                   
disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya                      
dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran                  
oleh Pemerintah Desa. 

26. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala 
Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam 
rangka pelaksanaan APBDesa; 

27. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat 
desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa 
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 

28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya 
disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh 
Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja 
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan                      
yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa                                       
yang bersumber dari ADD; 

30. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan social; 

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah; 

32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan; 

33. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk 
program Jaminan Kesehatan;  
 

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17A, 
yang berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 17A 
 

(1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai jaminan 
Sosial kepala Desa dan perangkat desa 

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Jaminan Kesehatan, dan 
b. Jaminan Ketenagakerjaan 

(3) Jaminan Kesehatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
ditetapkan berdasarkan upah Minimum Provinsi. 

(4) Iuran bagi Peserta jaminan Kesehatan yaitu sebesar 5% (lima 
persen) dari Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan  
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
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(5) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)            
huruf b ditetapkan berdasarkan Penghasilan Tetap. 

(6) Iuran bagi Peserta Jaminan Ketenagakerjaan yaitu sebesar 5,28% 
(lima koma dua puluh delapan persen) dari Penghasilan Tetap                         
per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. 4,28% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan  
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

(7) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan 
Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
a. Telah dianggarkan dalam APBDesa; dan  
b. Kepala Desa membuat surat kuasa pemindah bukuan iuran 

jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kepada 
pemerintah daerah. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 
 

Ditetapkan di Tual 
pada tanggal 03  Agustus 2020 

 
   WALIKOTA TUAL, 

 
              
 ttd 

 
  ADAM RAHAYAAN 

 
 Diundangkan di Tual 
 pada tanggal 03 Agustus 2020 
 
  SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, 
 
                         ttd 
 
 
          AKHMAD YANI RENUAT 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 362 


